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1. Latar Belakang Pel1elitial1 
~ Pada tanggal 29 Desember 1986 telah ditetapkan Undang­
undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara (TUN) yang menjadi dasar berdirinya lingkungan baru 
peradilan, yaitu Peradilan TUN. Dengan adanya peradilan 
baru ini. maka direnuhilah keinginan pasal 10 DU No 14/1870 
tentang adanya empat lingkungan peradilan, yaitu 
1. 	 Feradi Ian Umu:n 
o 	 Peradilan Agama 
3. rad1lan ~il1ter. dan 
4. 	 Peradilan Tata Osaha Negara. 
Kehadiran peradilan 1n1 memiliki lat,ar belakang khusus 
aabagai alasan-alasannya. yaitu : 
a. 	bahwa negara Republik Indonesia sebagai negara hukum 
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
1945 bert.uj'llan me\'.'tl,judkan tata keh1dupan negara dan 
bangea yang sejahtera. aman, eerta tertlb, yang me~ja­
min pereamaan ked'lldukan ~arga maeyarakat dalam hukum. 
dan yang menjamln terpeliharanya h'llbungan yang serasi. 
seimbang. serta selaras antara aparatur di bidang TUN 
dengan para warga masyarakat; 
b. 	 bahT.va dalam me',Ju,j'lldkan t,e.t.a kehidupan tersebut,. dengan 
~alan mengisi kemerdekaan melal'lli pembangunan nasional 
sec'ara bertahap. di 'llsahakan untuk membina. menyem1"'ur­
n3kan. dan menertibkan aparatur di bidang TUN. agar 
m~mpu menjadi alat yang e£1sien. efektit. bersih. 
3erta berwibawa. dan yang dalam melal':3anakan tugasl1:,":1 
::::e1:'.1u bet-da:::.arli:.:.:-m hul-:um ,jengan dilclndasi !:3C'mang::,t d'::in 
sikaF pengabdian untuk masyarakat: 
~ 	 b~hwa me ipun pe~bangunan nasianal hendak menciptakan 
suatu kendisi sehingg3 setiap warga masyarakat dapat 
menikma t i S'llae,a!la eert,a H::llm I'i:etert. iban d::ln l-:ep,ast, ian 
hub_un yang bel' into 11':an i-:eacU lan. dalam pe laksanaannya 
ada kemungkinan timbul benturan kepentlngan. perssli 
31nan. atau 3engketa antara Badan ata'll Pejabat TUN 
dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau 
mengh,3mba t ,i a1':-\11l1ya pembangunan nEi;::,; ional; 
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d. 	 bahwa untuk menyelesaikan sengketa tersebut diperlu­
kan adanya peradilari TUN yang mampu menegakkan keadi­
l=.n. l~ebenaran. ketertiban. dan kepastian hukum. 
sehingga dapat memberikan pengayoman kepada masyara­
l{at. khususnye, dalam hubungan antara Badan atau Pe<ia­
bat TUN dengan masyarakat: 
Memperhatikan alasan faktual seperti terurai diatas, 
maka sangatlah jelas bahwa kehadiran Peradilan TUN dimak­
sud){an sebagai instrumen huJ.:um untuk me\\n,.l,;udkan pemel'intah 
yang be!'sih dan berwibawa. Sisi lain dari tujuan ini adalah 
.9.g.9.r r-eJ:ye.t memperoleh perlindungan hukum atas tindakan 
pemerint.ah yang dapat menimbull{an kerugian khususnya yang 
menY.9.ngkut kepentingan rakyat dibidang pertanahan. 
Dari uraian diatas. sementara ini menunjukkan bahwa 
pe~e.dil!;m TUN belum dapat berfungsi sebagai sarana untuk 
memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Untu}{ mencari 
e.ebab-sebabnya dan untul~ men<l awab permasalahan tersebut. 
maka perlu diadakan suatu penelitian yang secara khusus dan 
mendalam terhadap radaan perkara pertanahan yang diaju­
kan ke Pengadilan TUN . 
.., 	 !1asala11 Pe!)el1 tlan 
2.1. 	Jenis KTUN bidang pertanshan apa saja yang telah digu­
gat oleh masyarakat ke Peradilan TUN Surabaya ? 
~ 	 G Apakah Keputusan bidang pertanahen yang digugat oleh 
masyar.akat ke PTUN Surabaya, merupakan KTUN sebagaimana 
dimaksud Pasal 1 angka 3 UU No. 5/1986 ? 
2.3. 	Bagaimana Jenis Keputusan Hakim atas sengketa KTUN 
r'€-rtal1.:dla11 yal1g tel di~Llg,9.t, di Pfl'tJtJ ~3raba~l{:t '"") 
3. 	 TU,7uan Penel1 tia1) 
"=i 1 
'- . -- " 	 Penelitian ini uan untuk menelusuri keputusan 
pemerintahan tentang pertanahan apa saja yang digugat 
di Pengadlian TUN Surabaya. 
f'enelitian ini ,;uga bertujuan untuk menemul{an apakah 
masvarakat yang mengajukan pertanshan di PTUN Sursbays 
teiah memahami ian KTUN sebagaimana dirumuskan 
dalam Pasal 1.3 UU No. 5/1986. 
F'ene 1 1 tien ini bertu;iuan pula unt.uk mengetahui apal{ah 
cia15,!n sengJ.:et.'a pert anahan \{epu tusan hakim TUN t.e lah 
memberikan periindungan hukum bagi rakyat ? 
4. 	 Hanfaat Penel1t.ia1J 
4.1. 	~enelitian ini diharapkan menjadi sumber informs' 
81 tentang keberadaan perkara pertanahan yang telah 
diputus di Pengadiian TUN Surabaya.
4.::::. 	 Penelitian ini diharapkan dapat menemukan kelemahan­
kelemahan gugatan yang diajukan oleh rakyat kepada 
pengadilan TUN. Dengan demikian. dikemudlan har1 akan 
d3pat meningkat.kan pemaham.3n mae.ya:eakat. penggugat.. 
'i.:~~. 	 f'i':'nelit,ian ini dimal{sudkan juga untuk mengul{ur apakah 
Per-edilan TUN sud,ah berfungsi daiam memberikan 
perlindungan hukum bagi rakyat daiam bidang pertanahan. 
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4. 	 !1etode PenelltlaJJ 
litian in1 merupakan penelitian yang bersifat 
yuridis normat.if dengan tumpuan pada telaah "teknie yuri­
dis". Langkah-Iangkah penelitian ini dimulai dengan menelu­
suri bahan hukum primer berupa l'::etentuan dalam undang­
undang No. 5 Tahun 1986 khususnya Pasal 1. 2 dan Pasal 1.3. 
dan Pasal 3. 
1 1.2. digunakan sebagai instrumen untuk mengiden­
tifikasi apakah gugatan yang diajukan pada Pengadilan TUN 
Surabaya berdasar pada suatu KTUN yang dibuat oleh lembaga 
pemerintah 0 Bahan hukum sekunder yang berbentuk surat­
surat yang ada pada Pengadilan TUN Surabaya diteli­
ti dengan cara melihat gugatan apakah telah diarahkan pada 
ke,putusan yang d1bentuk oleh instansi pemerintah. 
Pasal 1 angka 3 digunakan aebagai instrumen iden­
tif i. apakah setier KTUN yang digugat ke Pengadilan TUN 
sudah memenuhi unsur : Konkret. Individual dan Final. 
ri8i tindakan hukum TUN. Langkah penelitian bahan 
hukum primer yang ada di Pengadilan TUN Surabaya dlteliti 
dengan cara meneliti. apakah keputusan TUN yang digugat 
telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 3 UU No. 5/ 
191.36. ini di 1a l,::u}:an untuk dapat menj awab apakah 
masyarakat penggugat telah memahami benar pengertian KTUN. 
al 2 merupakan kelenRkapan Pasal 1.3 yaitu KTUN fiktif 
negat if (t.idak menE:rbi tkan KTUN berarti membuat K'l'UN peno­
13.1\:an) . 
Llntull: menj awab permasalahan ketlga. langkah awal dimu 
lai dengan cara mengwnpulkan keputusan-keputusan Hakim TUN 
Sur identifikasinya dilakukan d~ngan cara melihat 
putusan hakim ik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun 
pemeriksaan utan. ~a~i putusan-putuean ter akan 
dapst dil hal-hal apa saja yang dipertimbangkan oleh 
hakim untuk menolak gugatan atau mengabulkan gugatan. 
5. 	 Kesimpu13IJ 
1 ~Jaeih Gukup bar:.:,ra\<;: seng\r;:eta TUN bid.ang pertanahan yang 
lum diselesaikan oleh Pengadilan TUN Surabaya. 
,-) r1ala!n nlelneri~:sa (\311 nletn\Jt\.lS sel1g)~€.. tc\ 'l'lJN. I-lD.kilTI n1E~1l1T>\'lr1 
yai kedudukan yang ssngat penting berhubungan 
!u!1..:?:si pe~.- i1an unt-uk memberikan perlindungan hukum 
b~S' r~kyat eesara re~resif. 
2. ae lam menyelesaikan sengketa TUN. pertama­
tams ~e dengan identifikasi obyek sengketa TUN 
4. 	 !:-\::nv:hitungan luwarsa mengajukan gugatan harus memper­
ha t i]-:311 .i eni S !\TUN yang digugat clan pihak yang menga,)u 
an. 
~. 	 U~aya adminietratif i kegi:::tL~:ul \·enda.hultFH1 ~::.·:d)elum 
me!;'?::l.i \..~l·~an gug3. tan TUN. bersifat wajib jika peraturan 
perundangan menet 
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